
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan RUU Kelautan menjadi
UU Kelautan pada tanggal 30 September 2014. Intensi pengesahan RUU Kelautan tepat jika arahnya
ingin mengatasi pengelolaan sumber daya laut yang selama ini sektoral.

Dalam naskah RUU Kelautan tertanggal 15 Agustus
2014, pembangunan bidang kelautan difokuskan pada 7 (tujuh) sektor utama, yaitu (i) perhubungan
laut, (ii) industri maritim, (iii) perikanan, (iv) pariwisata bahari, (v) energi dan sumber daya mineral,
(vi) bangunan kelautan, dan (vii) jasa kelautan.

Egosektoral di bidang kelautan adalah persoalan kronis yang harus dipastikan teratasi dengan
lahirnya UU Kelautan. Namun disayangkan masih terdapat pasal karet yang melonggarkan praktek
pencemaran laut dengan menyebut prinsip pencemar membayar (polluter pays) dan kehati-hatian di
dalam Pasal 40 ayat (3). Semestinya RUU Kelautan ini memperkuat upaya melestarikan laut yang
tidak diatur di UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH).

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan prinsip pencemar
membayar (polluter pays) sebagai “pencemar harus menanggung biaya langkah-langkah untuk
mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dilakukan, baik kepada masyarakat atau
melebihi dari tingkat yang dapat diterima (standard yang diatur oleh UU PPLH)”. Dengan perkataan
lain, RUU Kelautan tidak menjawab persoalan pencemaran laut yang selama ini menjadi ancaman
serius bagi laut dan masyarakat pesisir di Indonesia

Ikuti informasi terkait buletin kabar bahari >>KLIK DISINI<<

https://www.dropbox.com/s/3b0ta3wf8bh581v/Kabar%20Bahari%20-%20poros%20maritim%20dunia.pdf?dl=0

